BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR Y10/ 4% / TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOVEN DIGOEL,

. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang

bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta
masyarakat serta guna tertib administrasi dalam
pelaksanaannya perlu ditetapkan izin operasional Sekolah
Dasar (SD) Kabupaten Boven Digoel;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Boven Digoel;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4884); -

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
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Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
4757);
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17,
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelengagaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4868);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomwour 157),

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2010
tentang Pemeberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta
Didik yang Orang Tua atau Wali Tidak Mampu Membiayai
Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2017




tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017
Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2017
tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boven Digoel (Berita Daerah Kabupaten Boven
Digoel Tahun 2017 Nomor 25);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019 Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 51 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019
Nomor 351);

Mcmpeihatikan ©  Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 130/ 116 / Tahun

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

2020 Tertanggal 9 Januari 2020 tentang Pendelegasian
Penandatanganan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dalam Wilayah
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan nama-nama
Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

Sekolah Dasar (SD) diselenggarakan berdasarkan pada
kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat
dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional;

segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun
Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Organisasai Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2020
dengan Kode Rekening 1.01.01.01;




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 2p Mapi 2020

WAKIL BUPATI BOVEN DIGOEL,

\)
ot EEm—
CHAERUL ANWAR
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PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOFEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

fn Prams Papwa Km 4 Fanah Merah Telp (0957) . Famail  chabl honcoid yahon com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421 /52 / P&K/1/2020

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN

SEKOLAT DASAR (SD) DAN SEKOLAII MENENGAT PERTAMA (SMP)

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang

Mengingat

a.

Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu,
transparan dan lebih meningkatkan peran scrta masyarakat serta guna
tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pendirian
Sekolah}

Bahwa dalam penelusuran Administrasi Sckolah Dasar ( SD ) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Boven Digoel yang
rata - rata mengalami ketiadaan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa
dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Sckolah Dasar
oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boven
Digoel.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi
Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) schagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nmeor 1 Tahun
2008 Tentang Perubahan Atas Undang - U’ndang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang
- Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Dipindai dengan ComScanner
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Fambabian L embaran Nepara Nomor 1115

indane-Undang Nomor 0 Tabun M0G3 pentane St ¥
Naconal { Lembaran Neeara Tahon 2003 Momar 780 | et

1 embaran Neeara Nomor 430] )

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemenntdim Daerah
il embaran Negara Republik Indonccin Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan | embaran Nepara Nomaor 2307 cehagaimana telah dtah
denpan Peraturan Penggantt Undang-Undang Nomor 2 [ahun 2014
tentang Pemenintahan Daerah,

Peraturan Menteni Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Penpelolann Pendidikan Olch Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2003
Tentang Akreditasi Nasional Sckolah / Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Mencngah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006
Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang disclenggarakan
oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan olch Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Olch Pemerintah Dacrah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan,

Dipindai dengan CamScanner
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WESAL

NEIUTA

NETIGA

KEEMPAT

MEMUTESKAN

Pendiman Seholah Dasar (SD) dan Sebolah Menenpab P'ortangy 041
Galam wilavah Pemenntahan Kabupaten Boven Do gt Do
Keputusan i,

Scholah  Dasar (SD) dan  Sckolah  Menenpgah  Pegamn (SMP
diselengparakan  berdasarkan  pada bebutuhan  terthadap  pelayanan
pendidikan  kepada  masvarakat  dalam - ranpky - pencapuan
P'endidikan Nasional

Sepala Bava vang dikeluarkan sebagar akibat ditetaphannya keputuean i
dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel, melalui DPA-OPD
Dinas Pendidikan Dan Kebudavaan Tahun 2020

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

-

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tangeal - 28 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
: VEN DIGOEL

MATIIIAS KAINON, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NTP : 19670714 199512 1 004

Tembusan ditujukan kepada :
1. Bupati Kabupaten Boven Digoel

2. Arsip.

Dipindai dengan ComScanner



